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Skripsi ini membahas mengenal penafsiran hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha berkaitan dengan
pembuktian kasus persekongkolan tender, unsur-unsur yang harus dibuktikan, alat-alat bukti yang digunakan
termasuk mengenai penggunaan indikasi sebagal alat untuk membuktikan adanya persekongkolan tender
dan penafsiran hukum Badan Peradilan sebagai bentuk upaya hukum keberatan atas Putusan K PPU
khususnya mengenai pertimbangan tentang pembuktian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis
normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikasi tidak dapat digunakan
sebagai dasar yang dapat membuktikan adanya persekongkolan dalam tender, diperlukan alat bukti serta
proses hukum acaralebih lanjut. Hal ini lah yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Bengkulu pada Putusan No. 01/Pdt.Sus-K PPU/2014/Pn.Bgl yang memeriksa upaya keberatan atas
putusan KPPU. Padahal, pada putusan tingat KPPU sebelumnya, Majelis Komisi memang menggunakan
indikasi namun keberadaannya diperkuat bersama dengan alat bukti lain yang diatur dalam Pasal 42 UU No.
5 Tahun 1999. Penelitian ini menyarankan KPPU sebagai lembaga quasi yudisial yang memutus perkara
persaingan usaha tetap harus berpedoman pada aat-alat bukti yang diatur pada UU No. 5 Tahun 1999, tetapi
mengingat sulitnya menemukan pembuktian langsung apabila ada pembuktian hendak menggunakan
indikasi sgja atau indirect evidence perlu dibuatnya peraturan yang mengakui secara legal keberadaan hal
tersebut dan dilakukan penyeragaman terhadap semua lembaga termasuk peradilan umum agar terjadi
kepastian hukum dalam hal pembuktian.<hr />The Research is about The Commission for The Supervision
of Bussiness Competition KPPU 39 slaw interpretation in relation to tender conspiracy case, thingsto
prove, the evidence applies in the case including indication applies to prove the tender conspiracy and legal
entity 39 s law interpretation as an objection of KPPU 39 s adjudication and about the judgement 39 s
evidencein particular. This research is a descriptive normative judiricial. The result of this research shows
that the indication can not be afundamental that may prove tender conspiracy existence. It needs evidence
and procedurial law processin further. This become the fundamental consideration to judge in Bengkulu
District Court on verdict no. 01 pdt.sus KPPU 2014 Pn.BGL who investigate objection on KPPU 39 s
verdict. Whereas, on the last KPPU 39 s verdict, The Commission applied indication but it gets along with
evidence which on subsection 42 UU no.5 year 1999. This research suggest KPPU as a Quasi Judicial
Institution who concludes the tender competition case to looks at the evidences which written on UU no.5
year 1999, but considering the difficulties on finding direct evidences, if there 39 s any evidence, it might
use only the indication or indirect evidence. It needs to make a regulation which legally approving the
existence and make a uniformity to all institution including General courtsin order to build legal certainty
on verification.
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